
314 

 

BAB V   

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan    

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dinamika local wisdom masyarakat di kabupaten Temanggung 

mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. 

Perubahan ini masih dalam koridor al-‟urf al-shahih sehingga al-

„dah muhakkamah masih relevan. Local wisdom merupakan 

perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai 

yang ada. Dinamika local wisdom berdasarkan tiga asas yakni, asas 

rukun, asas patut, dan laras. Penggunaan pendekatan 3 asas tersebut 

dan dinamikanya merupakan dilaksanakan dengan memperhatikan 

tempat, waktu, dan keadaan (desa, kala, patra). 

2. Dinamika masyarakat di Kabupaten Temanggung menghadapi 

hukum positif tergambar saat adanya keresahan karena hak 

pribadi mereka terganggu dengan adanya kasus-kasus yang 

bertentangan dengan norma dan agama yang mereka anut. 

Sementara mereka melihat hukum positif di Kabupaten 

Temanggung sebagaimana mestinya dipersepsi oleh masyarakat 

sebagai kekuatan pemerintah dalam mengatur negara. Mereka tidak 

berani menerapkan hukum adat lagi karena khawatir bertabrakan 

dengan hukum positif yang telah berlaku. Kekhawatiran ini menjadi 

satu diterminasi yang sangat kuat di masyarakat, jika mereka 

menguhukum secara adat maka akan dapat membuka celah 

kemungkinan adanya tuntutan hukum kepada mereka.  

3. Proses penyusunan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa 

bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka  
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penyelenggaraan pemerintah desa dengan memperhatikan  kondisi 

sosial budaya masyarakat desa setempat atau memperhatikan tempat, 

waktu, dan keadaan (desa, kala, patra). Aspirasi rakyat diakomodir 

baik oleh Kepala Desa maupun BPD dalam tahapan-tahapan legislasi 

yaitu inisiasi, sosio-politik dan yuridis.  

4. Pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes), merupakan bentuk peraturan 

perundang-undangan yang relatif baru, dalam kenyataan di lapangan 

belum begitu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan 

perundang-undangan yang lain. Karena masih relatif baru dalam 

praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, 

seringkali Perdes ini diabaikan. Bahkan masih banyak dari 

pemerintah maupun masyarakat desa yang mengabaikan Perdes ini 

sebagai dasar penyelenggaraan urusan kepemerintahan di tingkat 

desa. Kenyataan seperti itu berdampak pada kurangnya perhatian 

pemerintahan desa dalam proses penyusunan sampai pada 

implementasi suatu Perdes.  

 

B. Temuan 

Rekonstruksi local wisdom menjadi Peraturan Desa merupakan 

sebuah keniscayaan dalam upaya mengembangan hukum yang dapat 

diterima masyarakat secara baik, applicable serta menjamin hak 

asasi pribadi dan sosial, dan menghindarkan dari ketertekanan akibat 

diterminanasi hukum positif.  

 

C. Saran  

Peraturan Desa merupakan hukum yang mengikat yang sangat 

diperlukan di saat kondisi masyarakat desa saat ini dalam kondisi 

transisional: di satu sisi mulai meninggalkan aturan adat dan di sisi lain 
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belum begitu memahami hukum positif yang berlaku. Berdasarkan 

temuan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1.  Rekonstruksi local wisdom menjadi Perdes sebaiknya menjadikan 

local wisdom sebagai sumber utama, karena hasilnya perdes dapat 

dipahami secara lebih akurat dan aplicable dengan pendekatan tiga 

asas yakni, asas rukun, asas patut, dan laras yang dilakukan dengan 

memperhatikan tempat, waktu, dan keadaan (desa, kala, patra). 

2. Penyusunan Perdes sebagai penanggulanagan terhadap tindakan 

asusila, termasuk di dalamnya perzinaan sangat penting direalisasikan 

sebagai kontrol sosial masyarakat Indonesia yang sedang mengalami 

masa transisional. 
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